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KOMISI PE]IIILIHAN UMUM
KABUPATEI{ WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 16/HM.0 3.S-Kpt I 7 4O7 / KPU -Kab / Ix / 2O2I

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN WAKATOBI,

: a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi
kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, perlu dibentuk '

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan . sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkung€rn

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

: 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO3 tanggal 18

Desemtrcr Tahun 2OO3 tettang Fefntcflttlkan Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka

utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144)

2. U.rldaflg {-Indang t{omor L4 Tahun 2oGE tentang
Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;

_ 3. UndangU.ndang t{ornor 25 Ta}run 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo9 Nomor ll2, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Ur+da::rg-ur+deErg Norsor I Tehun 2015 tentsng hnetaparr
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (I',embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tartrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Mengingat



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetalran Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan l.embaran
Negara Republil< Indonesia Nomor 65a\;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OI7 tentang Pemilihan
Umum(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 182, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6 109);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

35 Tahun 2Ol4 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 1404);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor a56);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol7
tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan wakil walikota {B,erita }r}egara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor l2a9l;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 193);

l-0. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Keqa Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2}lg tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi
Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 17631;

t 1. Fers..tur{$ Kornisi kfnilihen Urnurn ltlsmsr 14 Ta}run
2O2O tentang Tigas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Keda Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan umum KabupatenlKota
(Berita Negera Republik Indoneeia Tahun 2o2o Nomor
1236);



12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
542 /HM.03.5-Kpt / 6 / KPU lVilI/ 2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
561/HM.03.S-Kpt l06lKPU lvI.JI/2021 tentang Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 244/HM.O2-
SD/06/KPU /IJI12O27 Perihal Pembentukan Badan
Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tanggal 22 Maret
202r:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/HM.03.S-
BA/ 7 4AUKPU-Kab /VIII / 2O2l tentang hmbentukan
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tanggal 31
Agustus 2021.

MEMUTUSI(AN:

: BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN WAKATOBI.

: Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang
selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten wakatobi;

: Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari
Anggota KPU Kabupaten wakatobi yang membidangi Divisi
sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi Masyarakat
serta Sub Bagran yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi, dan
Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Kpu Kabupaten
Wakatobi;

: Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wakatobi / Bakohumas
K.PU l{sbupeten wsketobi seb&gsin?s$s di{$ek$d deJssr
Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini;

: Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi pemilihan
Umum Kabupaten wakatobi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi pemilihan Umum dan
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum provinsi mengenai penyebaran
informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait
kepemiluan dan kelembagaan;

2. melakukan kkordinasi, komunikasi dan kerjasama
dengan Pemenntah Daerah Kabupaten Wakatobi dan



KELIMA

KEENAM

jajaran instansi/lembaga dibawahnya, serta pemangku
kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Wakatobi;

3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

4. rterghimpun, rnengelorla, dan rnerryalurl<an
data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan
kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan
akurat kepada publik;

5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil
pelaksanaan kegratan kehumasan dan informasi publik
kepemiluan; dan

6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan
tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi dan kepada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disampaikan
kepada Komisi Pemilihan Umum.

Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Kornisi Fernilihan Umum Kabtlpaten Wakatobi.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi nomor 8/HM.02-
Kpt I 7 aO7 / KPU - Kab I III / 2021 tentang Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
dicabut dan din.yatakan tidak ber{aku.

Ditetapkan di Wangi-Wangt
pada tafl€gal 1 Septem,ber 2szl
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI,

ttd
ABD{,JL RAJAB

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan seuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KAI}UPATEN WAKATOBI
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISl PEMELIT{AN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 16 /HM.03.5-Kpt /74OT lKPU-Kab
/ rx/2o2r

SUST'NAN KEPTIIGT'RUs|AII BADAT KOORDII|ASI HT'BUI|GAN
MASYARAI(AT KOUISI PEIILIIIAT UUUT KABI'PATEN WAI(ATOBI

Ditetapkan di Wangi-Wangt
pada tanggal 1 SePtember 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

ABDUL RAJAB

Salinan seuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO NAMA JABATAN DALAM TIM KET

1. AE}DUL RAJAB, S.Pd.I., M.Pd Pembina

2. LA ODE MOHAMADI, S.Pd Pembina

3. AHMAD SONI, S.IP Pembina

4. SAIFUL fIAMZAfl, S.P furnbina

5. RIZAL, S.Sos., M.Si Pembina

6. LA ODE NURSALAM, S.Pd Ketua

7. ABDUL MAJID, S.Pd Ketua Pelaksana

8. TAUFAN AZHADY ISKANDAR, SH Ketua Pelaksana

9. MUH. ILYAS SYARIFUDDIN, S.SOS Pelaksana

10. MUH. AKIB RAMADHAN, SE Pelaksana

11. A. ISHAQ, SH Pelaksana

t2. IMAM KRESNA BAYU, ST Pelaksana

N WAKATOBI
ian Hukum,


